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putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sendawar  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx,  umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan

toko baju, tempat kediaman di Jalan Tapak Naraguna, RT.003,

Kelurahan  Simpang  Raya,  Kecamatan  Barong  Tongkok,

Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya

disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxx, umur  49  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Swasta,

tempat kediaman di kontrakan Sahlan Jalan Gunung Aji, Gang

Cipra Karya, RT.008, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak,

Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat dan  memeriksa  alat-alat  bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  15

Oktober  2021  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Sendawar

dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Sdw, mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat dengan  Tergugat adalah suami isteri  yang sah,

menikah pada tanggal  2  Januari  2010,  sesuai  dengan Duplikat  Kutipan

Akta Nikah Nomor:  Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor  Urusan Agama
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Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur,

tanggal 15 Oktober 2021;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda memiliki satu

orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka; 

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik

sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah Paman Penggugat di

Long Iram selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Ujoh

Bilang sekitar 6 tahun dan pindah ke kontrakan di melak sampai pisah;

4. Bahwa  dari pernikahan  tersebut,  Penggugat dan  Tergugat  tidak

memiliki seorang anak (ba’da dukhul);

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis namun sejak bulan April 2014 Tergugat sering marah-marah dan

berkata kasar sebabkan Penggugat menaruh gelas sembarangan;

6. Bahwa, pada tahun 2016 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain

yang berada di Sulawesi yang ketahui oleh Penggugat dari pengetahuan

Tergugat;

7. Bahwa pada akhir tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat

dan  Tergugat  disebabkan  Tergugat  mencari  baju  tidak  ketemu  lalu

memarahi Penggugat dan  berkata kasar, keesokan harinya  Penggugat

pergi dari rumah  dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di kelurahan

Simpang Raya karena tidak tahan dengan prilaku Tergugat;

8. Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  sudah  berusaha  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa,  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  lagi  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah  sudah  sulit  diwujudkan  lagi  dan  perceraian  merupakan  jalan

terbaik  bagi  Penggugat  untuk  menyelesaikan  permasalahan  Penggugat

dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan
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dan menyelesaikan perkara ini,  dengan menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap

Penggugat (Xxxxx);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang

berlaku.

Apabila  Majelis  Hakim  Berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya.

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat  tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa  majelis  hakim  dalam  persidangan  telah  memberikan  nasihat

kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah

tangganya  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil.  Sedangkan  usaha

damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak

dapat  didengar  dalam  persidangan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;  

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti  surat berupa  Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Xxxxx  Tanggal  15  Oktober  2021  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat  yang

dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Long  Iram,  Kabupaten  Kutai

Barat,  Provinsi  Kalimantan Timur,  telah bermeterai  cukup dan di-nazegeling,
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yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi

tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa  selain  bukti  surat  tersebut,  Penggugat  juga  menghadirkan  2

orang saksi sebagai berikut: 

1. Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah

tangga, bertempat tinggal di RT. 02, Kampung Simpang Raya, Kecamatan

Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat di persidangan saksi tersebut telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah sepupu 3 kali Penggugat ; 

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada

tanggal  02  Januari  2010 di  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Long

Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal

membina rumah tangga di  Melak, kemudian pindah ke Mahakam Ulu,

dan terakhir pindah ke Samarinda; 

- Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  belum

dikaruniai anak; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah

tangga mereka tidak harmonis lagi  karena sering terjadi  perselisihan

dan pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat adalah karena  Tergugat menjalin hubungan

dengan perempuan lain serta sering kasar kepada Penggugat; 

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering ditelpon Penggugat dan

pernah  saat  Saksi  berkunjung  ke  Samarinda  melihat  Penggugat

menangis  setelah  bertengkar  dengan  Tergugat  serta  Saksi  pernah

melihat Tergugat bersama perempuan lain sedang naik sepeda motor di

Samarinda;  
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kuran lebih

selama 1 tahun  dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; 

- Bahwa  yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah  Penggugat

karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;  

- Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  sabar  menghadapi  perlakuan

Tergugat, namun Tergugat tidak juga mau berubah; 

- Bahwa sudah cukup; 

2. Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta,

bertempat tinggal di RT. 09, Kampung Simpang Raya, Kecamatan Barong

Tongkok,  Kabupaten  Kutai  Barat,  di  persidangan  saksi  tersebut  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah Paman dari Penggugat ; 

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada

tanggal  02  Januari  2010 di  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Long

Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal

membina rumah tangga di Mahakam Ulu dan kemudian terkahir pindah

ke Samarinda; 

- Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  belum

dikaruniai anak; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun  sejak kurang lebih 1 tahun

yang  lalu  rumah  tangga  mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  karena  Tergugat  suka  main

perempuan dan suka kasar kepada Penggugat; 
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- Bahwa saksi  mengetahui  karena  saksi  mendengar  cerita  Penggugat

saat  Penggugat  pulang  ke  Sendawar  karena  tidak  tahan  dengan

perlakuan Tergugat 

- Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  kurang

lebih  selama  1  tahun  dan  selama  berpisah  antara  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;   

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  bisa  dirukunkan  lagu

karena Tergugat sudah tidak bisa ditemui;

- Bahwa sudah cukup; 

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  mencukupkan  alat  buktinya  dan

mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  hadir  di  persidangan  dan  telah

memberikan  keterangan  secukupnya  dan  telah  meneguhkan  dalil-dalil

gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara

Tergugat  tidak  hadir  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  sebagai  kuasanya,

meskipun menurut berita acara pangilan Tergugat telah dipanggil dengan sah

sesuai  ketentuan  Pasal  26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tidak ada upaya mediasi

lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian  Majelis Hakim

untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  154  ayat  (1)  R.Bg  jo.  Pasal  39  ayat  (1)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor  16  Tahun 2019 tentang Perkawinan jo.  Pasal  31  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
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1  Tahun  1974  jo.  Pasal  82  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam persidangan telah berusaha

menasihati  Penggugat  agar  kembali  rukun   dengan   Tergugat  tetapi  tidak

berhasil  karena  Penggugat  tetap pada pendiriannya,  ingin  bercerai  dengan

Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan

tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah,

maka  terhadap  perkara  ini  tidak  dapat  dilakukan  upaya   mediasi   sesuai

Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor   01  Tahun  2016  tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang,  bahwa  pokok  permasalahan  perkara  ini  adalah  gugatan

Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana

telah diuraikan sebelumnya pada bagian duduk perkara dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap

di persidangan, maka Tergugat tidak pernah memberikan jawaban atas dalil-

dalil  gugatan  Penggugat, meskipun  berdasarkan relaas  panggilan yang

disampaikan  kepada  Tergugat bahwa  surat  gugatan  tersebut  dapat  dijawab

secara  lisan  atau  tertulis  diajukan  pada  persidangan.  Dengan  demikian,

Tergugat dianggap telah tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat,

maka  gugatan  Penggugat  harus  diperiksa  tanpa  hadirnya  Tergugat  serta

putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  dan  disamping  itu  karena

perkara  perkawinan  merupakan  perdata  khusus  (lex  specialis  derogat  lex

generalis),  yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa

antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan

tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi  Pengadilan mengenai

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak

keluarga  serta  orang-orang  yang  dekat  dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua

kalinya  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan

Agama  jo.  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975),

maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dan  perlu  mendengar

keterangan  saksi  dari  pihak  keluarga  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan

Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Berdasrkan  itu,  Majelis  membebankan  Penggugat wajib  bukti  atas  dalil-dalil

gugatannya;

Menimbang,  bahwa untuk membuktikan dalil-dalil  gugatan Penggugat,

tersebut,  Penggugat selain  mengajukan  bukti  surat  berupa  P  juga  telah

mengajukan saksi-saksi yaitu Xxxxx dan Xxxxx; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  P  tersebut,  Majelis  berpendapat

bahwa  bukti  tersebut  telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup,

maka Majelis Hakim menilai bahwa  alat  bukti  tersebut merupakan alat bukti

yang  memiliki   kekuatan  pembuktian  yang  sempurna   dan  mengikat

sebagaimana  maksud  Pasal  285  dan  301  R.Bg.  serta  Pasal  10  Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut

telah  memenuhi  syarat  formal  dan  material,  oleh  karenanya  bukti  tersebut

mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat,  sepanjang

relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P,  maka  terbukti  antara

Penggugat dan  Tergugat telah  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah,  oleh

karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan Persona Standi in Yudicio dan

berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  di  persidangan  telah

dewasa  dan  bersumpah  menurut  tatacara  agamanya  dan  keterangannya

mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  syarat

material  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  171,  172  dan  175  R.Bg.,
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sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat di persidangan pada pokoknya

menerangkan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis sejak 2 tahun yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan  Tegugat  menjalin  hubungan

dengan perempuan lain serta sering kasar kepada Penggugat, hingga akhirnya

mengakibatkan Penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan Tergugat yang

membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun

dan tidak pernah baik lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat di persidangan pada pokoknya

menerangkan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

harmonis sejak  kurang lebih 1 tahun yang lalu  karena antara Penggugat dan

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka

main  perempuan  dan  suka  kasar  kepada  Penggugat  hingga  akhirnya

mengakibatkan Penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan Tergugat yang

membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih

1 tahun dan tidak pernah baik lagi hingga saat ini. Saksi dan pihak keluarga /

orang dekat  tidak bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat

sudah tidak bisa ditemui hingga saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan  saksi-saksi  Penggugat  tersebut adalah

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri  dan  relevan dengan

dalil-dalil yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat. Oleh  karena  itu, maka

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan  telah bersesuaian dan cocok antara

satu  dengan  yang  lain  sebagaimana  ketentuan Pasal  309  R.Bg.,  sehingga

keterangan  saksi-saksi tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  dan  dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan

para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang

dapat disimpulkan sebagai berikut:
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1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

yang sah;

2. Bahwa antara  Penggugat dengan  Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan Tergugat berhubungan dengan perempuan

lain serta bersikap kasar kepada Penggugat;

3. Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

rumah selama 1 tahun dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan

tidak berhubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  sebagaimana  tersebut  di

atas,  Majelis  Hakim terlebih  dulu  akan  memberikan  landasan  hukum untuk

penyelesaian perkara ini;

Menimbang,  bahwa  gugatan  cerai  dapat  dikabulkan  jika  fakta

menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah

tangga  disebut  pecah  (broken  marriage),  terjadi  setidaknya  ada  2  kriteria.

Pertama perselisihan itu terdapat pada  Penggugat dan  Tergugat, dan Kedua

percekcokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai; 

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat

pada  Penggugat dan  Tergugat artinya  Penggugat dan  Tergugat telah

memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan

kepada  fakta  yang  terjadi  sebagaimana  tercantum di  atas,  di  mana  antara

Penggugat dan  Tergugat sering  terjadi  pertengkaran  dan percekcokan yang

terus  menerus  berhubungan  dengan  perempuan  lain  dan  bersikap  kasar

kepada Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran

tersebut terdapat pada kedua suami istri (Penggugat dan Tergugat); 

Menimbang,  bahwa  terhadap  kriteria  kedua  perselisihan  tidak  dapat

diselesaikan  oleh  kedua  suami  istri  secara  damai.  Hal  ini  tebukti   antara

Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun dan sejak saat

itu  sudah  tidak  berkomunikasi  dan  tidak  berhubungan  layaknya  suami  istri.

Dengan demikian rumah tangga antara  Penggugat dan  Tergugat telah pecah

(broken marriage).
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Menimbang,  bahwa  gugatan  cerai  talak  atau  gugatan  cerai  dapat

dikabulkan  jika  fakta  menunjukkan  rumah  tangga  sudah  pecah  (broken

marriage) vide SEMA (Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI)  Nomor  4  tahun

2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat

kaidah  hukum  yaitu  :  “Cekcok,  hidup  berpisah,  tidak  dalam  satu  tempat

kediaman  bersama,  salah  satu  pihak  tidak  berniat  meneruskan  kehidupan

bersama  dengan  pihak  lain,  merupakan  fakta  yang  cukup  sesuai  alasan

perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo.

Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang,  bahwa  upaya  pihak  keluarga  atau  orang  dekat  kedua

belah pihak  tidak bisa merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat

sudah tidak bisa ditemui. Demikian pula  Majelis Hakim di setiap persidangan

sudah  memberikan  nasihat  kepada  Penggugat,  namun  tidak  berhasil.

Penggugat  di  persidangan menyatakan  sudah  tidak  bisa  lagi  untuk  kembali

rukun  dengan  Tergugat  dan  tidak  goyah  pendiriannya  untuk  bercerai  dari

Tergugat.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  Penggugat  sudah  tidak  suka  lagi

terhadap  Tergugat.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim  sepedapat  dengan  dalil

dalam Kitab  Ghaayatul Maraam Lisyarhil  Majdi yang selanjutnya diambil  alih

sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

 طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإن

طلقة القاضى عليه
“Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka

hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut” 

Menimbang,  bahwa  perkawinan  bertujuan  diantarannya  menciptakan

kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan

wajib  dilestarikan,  namun  sebaliknya  jika  telah  terjadi  perselisihan   dan

pertengkaran  secara  terus  menerus  tidak  mungkin  mewujudkan  tujuan
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perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan

rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru

akan  menimbulkan  ketidakpastian  berkepanjangan  dan  kemadharatan  bagi

kedua  belah  pihak  suami  istri,  karena   kemadharatan  itu  harus  dihindari

sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”     

 

“Menghindari  mafsadat  (kerusakan)  lebih  diutamakan  dari  mencari

kemaslahatan”;

احـكام المسلمين فلم يجب فهو له ظالم لاحق  

دعيمن  إلى احاكم من

“Siapa yang dipanggil  oleh hakim untuk menghadap di  persidangan,

sedang  orang  tersebut  tidak  memenuhi  panggilan  itu,  maka  dia

termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup

alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan

alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan

terbukti  menurut  hukum,  oleh  karenanya  petitum  gugatan Penggugat

sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah

memenuhi maksud Pasal 39  Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang

Perkawinan  jo. Pasal  70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989  jo

Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (f)  Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89  Ayat (1) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor   3  Tahun  2006  dan  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
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7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,   maka  biaya  perkara  dibebankan

kepada  Penggugat;    

Memperhatikan  serta  mengingat  segala  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku serta ketentuan hukum  syari’ yang berkaitan dengan

perkara ini; 

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi

dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;  

2.   Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3.   Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat  (Xxxxx)

terhadap Penggugat (Xxxxx);  

4.   Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp 570.000,-  (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Sendawar  pada  hari  Rabu tanggal  03  November  2021 Masehi

bertepatan dengan tanggal  27  Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Samsul

Bahri, S.H.I  sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I. dan

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  Jamaludin,

S.H sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota

Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I.

Hakim Anggota

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Sdw
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Panitera,

Jamaludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses Rp. 50.000,00

3. Biaya PNBP Rp. 20.000,00

4. Biaya Panggilan Rp. 450.000,00

5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai Rp.   10  .000,00  

Jumlah Rp. 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Sdw
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